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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALOQO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
publik di lingkungan Komisi Pemillhan Umum Kota
Gorontalo, serta untuk mewujudkan pelayanan publik
yang transparan, akuntabel, efektif, dan responsif kepada
masyarakat, perlu dilakukan penangaan pengaduan
masyarakat atas pelayanan publik secara terkoordinasi
dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya penanganan
pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan publik secara
cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu
dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan
Masyarakat terhadap Pelayanan Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemililhan Umum Kota Gorontalo tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan
Masyarakat terhadao Pekayanan Publik di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tahun 2026;
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Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tamhahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 272) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
(Berita Negara Tahun 2021 Nomor 741);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189};

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemiliahan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kota {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2025 tentang perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
GORONTALO TAHUN 2026.

Membentuk Tim  Koordinasi Penanganan Pengaduan
Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Gorontalo dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas:
a. Menerima laporan pengaduan Masyarakat;
b. Melakukan telaah dan verifikasi atas pengaduan yang

diterima;
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c. Merumuskan apakah laporan pengaduan berupa sengketa
atau indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku,;

d. Mengidentifikasi subjek dan objek pengaduan;

e. Melakukan klarifikasi atas informasi dalam pengaduan dan
meminta dokumen pendukung kepada pengadu apabila
diperlukan;

f. Menjamin kerahasiaan identitas pengadu;

g. Apabila pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan
kewenangannya, pengaduan diteruskan kepada pihak yang
berwenang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA, Tim Koordinasi bertanggung jawab kepada

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.

KEEMPAT . Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota

Goronalo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Gorontalo
pada tanggal 22 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALOQO,

ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GORONTALO

Kepala Suppagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Rutniyani Ngabito
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GORONTALO

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN
PENANGANAN

TIM

KOQRDINASI
PENGADUAN

MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

TAHUN 2026

TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TAHUN 2026

Logistik

KEDUDUKAN
NO NAMA JABATAN
DALAM TIM
1. | Mario S. Nurkamiden Ketua KPU Kota Gorontalo | Pengarah
o Anggota
2. | Fadjrin Buhang Pengarah
KPU Kota Gorontalo
Andi Muhammad Yusuf A. Anggota
3. Pengarah
Arifuddin KPU Kota Gorontalo
Muhammadun Bashar Anggota
4, Pengarah
Laba KPU Kota Gorontalo
Anggota
5. | Ramli Ondang Djau Pengarah
KPU Kota Gorontalo
Sekretaris Penanggung
6. | Aniki Sunarjoyo Suleman
KPU Kota Gorontalo Jawab
Kepala Subbagian
7. | Fahruddin Umar Teknis Penyelenggaraan | Ketua
Pemilu dan Hukum
Kepala Subbagian
Partisipasi Hubungan .
8. | Rutniyani Ngabito Wakil Ketua
Masyarakat dan Sumber
Daya Manusia
Kepala Subbagian
9. | Ratni Mohi Keuangan, Umum, dan Sekretaris
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) ) Kepala Subbagian

Sri Nurjannah
10. ‘ Perencanaan Data dan Anggota

Merdekawati

Informasi

11. | Syahrul Ismail Fungsional Anggota
12. | Gita Maghfiroh Saniyyah Pelaksana Anggota
13. | Mohammad Rizki Rahim Pelaksana Anggota
14. | Muhammad Maulid Pelaksana Anggota
15. | Yusman Daliwa Pelaksana Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,

ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GORONTALO

Kepala S gian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Rutniyani Ngabito
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